WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN IURAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA KELAS III MANDIRI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota
Magelang dalam pemenuhan Universal Health Coverage
(UHC) salah satu unsur Kkepesertaan adalah Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan
Pekerja (BP) Kelas Il Mandiri, yang sebagian iurannya
dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan
Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan
Juran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan
Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan
Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di
Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah
berkontribusi dalam membayar iuran bagi peserta
penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan

kapasitas fiskal daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Bantuan Iuran Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja
Kelas III Mandiri Kota Magelang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5595)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020

tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi [uran Peserta
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Rawat Kelas
I, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan
Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTAGN PEMBERIAN BANTUAN
IURAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA KELAS III MANDIRI KOTA
MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas adalah  Perangkat Daerah yang yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang

kesehatan di Daerah.



10.

11,

12,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
juran jaminan kesehatan atau iuran jaminan
kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau
Pemerintah Daerah.

Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya
disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau
berusaha atas risiko sendiri.

Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah
setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja
Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.

Peserta Aktif adalah peserta yang telah membayar iuran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara
teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah
pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan

Kesehatan.



13. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan

(2)

(1)

(1)

Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang
selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada
BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan
Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan.

Pasal 2
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Peraturan Walikota bertujuan sebagai dasar Pemerintah
Daerah untuk melakukan pembayaran Bantuan Iuran
Peserta PBPU dan Peserta BP Kelas III Mandiri di Daerah.

Pasal 3
Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran bagi
Peserta PBI Jaminan Kesehatan di Daerah.
Bantuan [uran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan untuk Peserta PBPU dan Peserta BP yang
mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di

ruang perawatan kelas III.

Pasal 4
Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp2.800,00 (dua

ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.



(2)

Pemerintah  Daerah  membayar Bantuan  Iuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS
Kesehatan setiap bulan berdasarkan data Peserta

penerima Bantuan luran.

Pasal 5

Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP:

a.
b.

c.

(2)

(1)

(2)

kelas III mandiri;

status Peserta Aktif; dan

terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama wilayah
Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pemberian Bantuan Iuran Pemerintah
Daerah menetapkan jumlah Peserta dan Bantuan Iuran
atas Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat
pelayanan di ruang perawatan kelas IIl berdasarkan data
jumlah Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat
pelayanan di ruang perawatan kelas IIl dengan status
Peserta Aktif dari BPJS Kesehatan.

Peserta penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7
Peserta penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan perubahan.
Perubahan data penerima Bantuan luran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. penghapusan; dan

b. penambahan.



(3) Penghapusan dan penambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi
data kepesertaan dari BPJS Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan perubahan Peserta penerima Bantuan Iuran

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8
Penghapusan dan penambahan penerima Bantuan Iuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan
memperhatikan status keaktifan kepesertaan.

Pasal 9
(1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemberian Bantuan Iuran.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat
melibatkan Perangkat Daerah dan fasilitas pelayanan

kesehatan terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pembayaran
Bantuan Iuran untuk bulan Januari sampai dengan Maret
Tahun 2021 kepada BPJS Kesehatan, dibayarkan pada bulan
April Tahun 2021.



Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Arrfl 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Dindangkan di Magelang
pada tanggal 23 A[“?r‘,ﬁ [ 20

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

L
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR




